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Abstrak 

Dewi Sari/222016186/2020/Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan 

Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah 

daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Jenis penelitian 

asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan dan Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berupa LKPD tahun 2015-2017. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan 

kualitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa, umur pemerintah daerah dan tingkat 

ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran, belanja modal, dan hasil 

pemeriksaan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Kata kunci: karakteristik pemerintah daerah, audit BPK, dan kinerja keuangan 
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Abstrak 

This study aimed at determining the influence of local govermnent characteristis 

and the results of BPK audit examininations on the performance of local 

govermnent in the regencies/cities of South Sumatera and Lampung Province. The 

type of this study was an associative researceh. The population in this study was 

31 regencies/cities in the Provinces of South Sumatera and Lampung. The data 

used was secondary data in the from of LKPD in 2015-2017. The data collection 

method used in this study was documentation. The data analysis technique used 

was quantitative and qualitative. Data analysis technique used was multiple linear 

regression. The results showed that, the age of local government and the level of 

dependence on the central governments affected the financial performance of 

local governments, while prosperity, capital expenditure, and the results of BPK 

audit examinations did not affect the financial performance of local governments. 

 

Keywords: characteristics of local government, BPK audit, and financial 

performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pemerintah Daerah harus melaksanakan semaksimal mungkin 

pelaksanaan dalam  pemerintahannya agar dapat tercapai tata kelola 

pemerintah yang baik. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah 

dengan melakukan pelaporkan keuangan yang trasparan dan terjamin 

akuntabilitasnya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan kinerja, transparasi, dan akuntabilitas keuangan negara atau 

daerah, salah satunya adalah dengan menyusun Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian 

direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang  Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 

2015, setiap Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban keuangan daerah 

diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

merupakan wujud dari penguatan transparasi dan akuntabilitas. Terkait dengan 

pertanggungjawab keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyajikan 

laporan keuangan seperti: laporan realisasi anggaran (LRA), laporan saldo
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anggaran lebih (LSAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah  informasi yang disajikan untuk membantu 

stakeholders dalam membuat keputusan soal, politik dan ekonomi sehingga 

keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. (Mahmudi, 2019: 13). Laporan 

keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota. (Erlina, dkk, 2015: 19). 

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi 

yang ada dalam suatu pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan 

keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukannya. (Erlina, dkk, 2015: 19). Laporan 

keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 

dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari kerja di 

bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan 

menggunakan sistem keuangan yang ditunjukan melaluli kebijakan atau ketentuan 

perundang-undang selama satu priode anggaran. Kinerja pemerintah tidak dapat 

dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas 



3 
 

 
 

bisnis yang mencari laba. Laba bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi 

unit pemerintah, oleh karna itu di perlukan alat ukur kinerja. (Mardiasmo, 2018: 208). 

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu manager publik menilai pencapaian sesuatu strategi melalui alat ukur 

finansial dan non finansial. Pengukuran non finansial merupakan sebuah pendekatan 

yang menentukan tujuan serta berhubungan dengan visi dan strategi organisasi, 

sedangkan pengkukuran finansial merupakan pengukuran yang mendorong organisasi 

pada pencapaian dan pertahanan  keuntungan finansial jangka pendek. (Mardiasmo, 

2018: 151). Pengukuran kinerja juga membantu masyarakat untuk mengevaluasi 

apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan 

untuk pelayanan-pelayanan tersebut. (Ihyaul, 2012: 20). Salah satu rasio yang dapat 

dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan 

daerah antara lain adalah rasio efektivitas.  

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka 

semakin baik kinerja pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2018: 31). Efektivitas 

menunjukan kesuksesan atau kegagalan dalam tujuan sebuah kegiatan/kebijakan di 

mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektifitas terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar 

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, 

program, dan kegiatan. (Dedi Nordiawan, 2010:161). Secara umum, nilai efektivitas 
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dapat dikategorikan yaitu: > 100% sangat efektif, 100% efektif, 90%-99% cukup 

efektif, 75%-89% kurang efektif, dan < 75% tidak efektif. (Mahmudi,2019: 141). 

Pengukuran kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menilai tingkat 

efektif dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini dilakukan  untuk 

memenuhi tiga maksud, yaitu: pertama untuk membantu memperbaiki kinerja 

pemerintah daerah, kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuat 

keputusan, dan ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan, sehingga diperlukannya pemeriksaan atas 

kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah daerah  adalah  pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan negara atau daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek 

ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (Cris Kuntadi, 2019: 49). 

Pemeriksan atas kinerja laporan keuangan bertujuan untuk  memberikan pernyataan 

pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan yang 

dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 

dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemeriksaan yang menilai 

aspekekonomi dan efesiensi bertujuan untuk menilai apakah suatu entitas telah 

menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam 

mencapai tujuan program. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah 

merupakan suatu keharusan karna masih adanya fakta masih buruknya kinerja 

pemerintah daerah di Indonesia. 

 Beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah adalah karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah 
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merupakan identitas dan ciri-ciri khusus yang dimiliki setiap daerah yang dapat 

membedakannya dengan daerah lain. Karakteristik pemerintah daerah berhubungan 

dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh setiap pemerintah daerah. Setiap 

organisasi mempunyai  karakteristik  yang menjadi ciri khas untuk menguatkan 

keberadaan organiasi tersebut seperti: umur daerah, tingkat ketergantungan pada 

pemerintah pusat, kemakmuran, dan belanja modal. (Dedi, 2010: 68). 

Umur daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan 

undang-undang pembentukan pemerintah daerah tersebut. (M. Ghufron, 2016). 

Pemerintah daerah yang memiliki umur daerah lebih lama memiliki pengalaman dan 

kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar 

sesuai dengan SAP dibandingkan dengan pemerintah otonomi baru, karena memiliki 

kredibilitas, reputasi dan kinerja yang baik serta dapat meminimalisir faktor 

keterlambatan pelaporan. 

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat adalah pemerintah daerah 

masih mempunyai ketergantungan pada pemerintah pusat salah satunya berupa Dana 

Alokaasi Umum (DAU). Dana  alokasi umum merupakan dana  

yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah berkaitan dengan pendapatan, 

belanja, aset lancar, dan kewajiban jangka pendek. (Abdul dan Syam, 2012: 40). 

Sementara belanja modal, belanja pembayaran hutang, aset tetap dan kewajiban 

jangka panjang di catat dalam dana pemerintah lainnya atau kelompok akun lainnya. 

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan cenderung 

membuat pemerintah daerah lebih menaati peraturan yang berlaku,  karna dengan 

tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang semakin 

besar membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan 
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penatausahaan keuangan. Sehingga LKPD tersaji sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undang yang berlaku. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai 

kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini 

diserahkan kepada pemda sesuai dengan prioritas, kepentingan,dan kebutuhan dari 

masing-masing daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam 

rangka melaksanakan otonomi daerah. 

Kemakmuran merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang 

dapat diukur dari pendapatan perkapita daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) 

yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah 

lainnya yang sah. Pemerintah daerah dengan kekayaanyang besar mampu melakukan 

pelayanan publik yang optimal. Jumlah kekayaan yang optimal mencerminkan 

pemerintah daerah mampu mengenali potensi-potensi kekayaan daerah. Kekayaan 

potensi-potensi daerah yang baik akan mendukung kinerja pemerintah daerah. 

(Pratiwi dan Aryani, 2019). 

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau investasi yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalaamnya 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau 

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal 

merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset 

lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode serta melebihi batasan 

minimal kapitalis aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap 
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tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau 

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. (Marja dan Horas, 2017: 128). 

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau 

menambah nilai aset tetap atau nilai aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset 

lainnya yang ditetapkan pemerintah. (Lis dan Ida: 2018). 

Selain karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit BPK dalam 

mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan juga diperlukan untuk menghindari 

berbagai macam tindakan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Setiap 

pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK disusun dan disajikan dalam laporan 

hasil pemeriksaan (LHP) yang harus dilaporkan segera setelah kegiatan pemeriksaan 

selesai. Pemeriksaan keuangan akan menemukan opini yaitu: wajar tanpa 

pengecualin(WTP), wajar dengan pengecualin (WDP), wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelasan (WTP-DDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan 

pendapat (TMP). Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan dengan tujuan 

khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan 

tertentu ini ialah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan 

pemeriksaan investigatif. (Cris, 2019: 48). 

Penelitian yang menguji tentang kinerja keuangan pemerintah daerah sudah 

banyak dilakukan, diantaranya seperti yang dilakukan  oleh (Gusti Made Ary, 2018) 

dengan judul pengaruh karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah daerah, dan 

temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini meyimpulkan 

bahwa temuan audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 
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keuangan daerah. Sementara faktor lain yaitu faktor ukuran pemerintah tidak terbukti 

menjadi faktor yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Terkait 

karakteristik kepala daerah hanya faktor variabel masa kerja yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh  (Annas, 2018). Pengaruh 

karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja 

laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menyimpulkan bahwa ukuran 

pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa, sedangkan 

tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh 

signifikan positif. Serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif 

signifikan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Putu dan Ni Made Adi: 2016). 

Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, 

temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan kabupaten/kota Bali. 

Menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan pada kinerja 

laporan keuangan pemerintah. Temuan audit BPK yang ditunjukan dengan temuan 

kasus pelanggaran atau kelemahan SPI tidak berpengaruh pada kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten/kota Bali. Temuan audit BPK atas kasus kelemahan SPI tidak 

serta merta menjurus pada kerugian. 

Hasil penelitian sebelumnyapun terdapat ketidak konsistensian terhadap 

kemakmuran, seperti yang dilakukan oleh (Ni Made Suryanigsih dan Eka Ardhani 

Sisyani, 2016) menyimpulkan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan penelitian yang 
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dilakukan oleh (Samuel, dkk, 2016) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara 

tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya dilihat 

dari belanja modal juga terdapat ketidak konsistensian hasil penelitian terdahulu, 

seperti yang dilakukan oleh (Ni Made Suryanigsih dan Eka Ardhani Sisyani, 2016) 

menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, sedangkan penelitian (Saumel,dkk, 2016) meyimpulkan bahwa 

belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. 

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan 

dan Lampung tahun 2015-2017 masih terdapat beberapa  kabupaten/kota yang 

penyajian laporan keuanganya kurang efektif bahkan tidak efektif walau umur daerah 

tersebut  sudah tergolong lama  seperti: Kabupaten/kota Lahat pada tahun 2017tidak 

efektif, Muara Enim pada tahun 2017 kurang efektif,  Musi Banyuasin pada tahun 

2016 tidak efektif,  Ogan Komereng Ilir  pada tahun 2015 dan 2017 tidak efektif, 

Lampung Selatan pada tahun 2016 tidak efektif, Bandar Lampung  mulai tahun 2015-

2017 tidak efektif.  Berbanding dengan Kabupaten yang umur pemerintah daerahnya 

tergolang belum lama seperti Ogan Komereng Ulu Timur kinerja keuangannya sudah 

sangat efektif, bahkan kabupaten Way Kanan sudah cukup efektif. Hal ini berbeda 

dengan teori yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki umur daerah lebih lama 

maka  akan memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam penyajian 

laporan keuangan, sehingga kinerja keuanganya lebih efektif.  Kemudian dari hasil 

pemeriksaan audit BPK jika dihubungkan dengan umur pemerintah kabupaten/kota 

masih terdapat Kabupaten/Kota yang masa umur pemerintah yang lama, namun 

kelemahan SPI masih banyak ditemukan sehingga meyebabkan rasio efektivitas 

kabupaten/kota kurang efektif bahkan tidak efektif.  
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Secara umum, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan semaksimal 

mungkin dalam melaksanakan pemerintahannya sehingga tercapai tata kelola 

pemerintah yang baik. BPK selalu mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang 

didalamnya memuat opini dan temuan terkait pemeriksaan. Opini dan temuan yang 

dikelurkan terkait dengan laporan keuangan suatu daerah harusnya menjadi evaluasi 

bagi pemerintah tersebut. Hasil pemeriksaan dan temuan audit BPK kepada masing-

masing kabupaten/kota, diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan suatu 

pemerintah daerah kearah yang positif. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan terjadinya ketidak 

konsistenan dari berbagai hasil penelitian terdahulu, maka mendorong penulis untuk 

melakukan pengujian kembali penelitian yang dituangkan dalam judul Pengaruh 

Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap 

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini alalah bagaimanakah pengaruh karakteristik 

pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota provinsi Sumatra Selatan dan Lampung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang  ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan 

hasil temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi 

Sumatera Selatan dan Lampung. 

 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai bukti yang empiris  tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah 

dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai  bahan evaluasi untuk 

mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan 

audit BPK terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan dan Lampung. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan pada 

sektor publik, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang 

akan datang. 
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